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ABSTRACT
To get stop performance of loan

The debtor is lisble to do his duty in such a way to fulfill
his loan, but sometimes the debtor breach the obligation he
made, he didn"t perform the contract. The debtor gets stop
performs the loan. )
Where there is failure to perform and the creditors 1is the
state bank so the state has money lent to the debtor,
According to the act of No 49, year 1960 article 8 said,
anyone based on the contract, has obliged to pay to the state
or institutions which directly under control of the state
(properties with the capital of the state, e.g state banks).
State recovery as included performance impossibility of the
contract of loan will be taken care by committee of the state
recovery affair (PUPN), act No 49, year 1960.' :

In art 10 Act of No 49, year 1860 stated that the chairman of
the committee and the debtor expressed a join statement that
the debtor is fully had‘ihé duty to perform the amount of
money lent. B |

This Jjoint statement is executable has a power of a Judge’s
decision of civil law with the heading of " For a
Righteousness of God’s Unity " ',  '

But as & matter of fact in many dgsés the practices had taken
another short way that the court wili also execute .that cases.
Thié was happened because there were many debtors of the
states banksfailure to perform the loan money, in the last
years. _

Nevertheless, the conclusicn are that the court might execute
that case but he didn“t allowed to sell the secured material.



KREDIT MACET

Kewajiban. dari debitur adalah memenuhi preataéi vaitu
melunasi hutangnya dengan baik, tetapi kadang-kadang karena
sesuatu hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu
ia tidak dapat memenuhi perjanjian kredit. Inilah yang
disebut terjadi kredit macet.

Dalam hal terjadinya kredit macet dimana krediturnya adalah
bank pemerintah maka piutang tersebut adalah  merupakan
riutang negara yang menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 49
tahun 1960 antara lain menyebutkan uang yang wajib dibayar
kepada negara atau badan-badan yang balk secara langsung
dikuasai oleh negara (kekayaan dean modalnya sebagisn atau
seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara) ber-
dasarkan suatu perjanjian sebab apapun. '

Piutang negara termasuk diantaranya adalah kredit macet
diurus selanjutnya oleh Panitia Urusan Piutang Negara - (PUPN)
UU No. 49 tahun 1860.

Dalam Pasal 10 UU No. 49 tahun 15960 menyebutkan antara lain :

bahwa ketua PUPN dan penanggung hutang dibuat suatu

pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuatb
kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
Pernyataan bersama ini mempunyal. kekuatan relaksanaan

seperti auatu putusan hakim dalam perkara perdata yang

berkekuatan pasti, yang berkepala "Demi Keadilan berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa'". ‘

Tetapi ternyata berdasarkan praktek banyak yang mengambil
jalan pintas yang menyerahkan perkara kredit macet ke
Pengadila Negeri dan mau menanganinya.
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Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun tersakhir banyak
perkara mengenai kredit macet bank-bank pemerintah.

Sekalipun demikian, kesimpulannya adalah behwa Pengadilan
Negeri- boleh mengadakan eksekusi perkara itu tetapl tidak
boleh menjual benda jaminan. '
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UPAYA MENGATASI KREDIT MACET BANK PEMERINTAH MELALUI
PENGADILAN NEGERI DI JAWA TENGAH

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua dalam GBHN 1993
antara lain dinyatakan :

Pelaksanaan Pembangunan diarahkan untuk tetap ber-
tumpu kepada Trilogi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
vang cukup tinggli diperlukan untuk menggerakkan dan
memacu pembangunan di bidang-bidang lain. Dibagian
lain dikatakan pembangunan ekonomi diarahkan pada
terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan
andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkat-~
kan kemakmuran seluruh rakyst secara selaraes, adil
dan merata.

Dalam rangka ini perlu 1lebih diberikan perhatian
kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil
dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada
unumnya..

Kemudian dalam Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun ke
enam, perihal keuangan diharapkan antara lain bahwa :

Lembage keuangan membuka kesempatan vang luas kepada
masyarakat dan diberi kepercaysaan untuk
mengalokasikan dana masyarakat dengan memberikan
prioritas dan penyediaan dan kemudahan kredit bagi
penguesaha kecll, pengusaha menengah, dan koperasli
dalam rangka memeratakan kesempatan usaha dan
memperluas lapangan kerja.

Di atas ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan pémbangunan
lebih-lebih untuk menggerakkan masyarakat untuk berperan
serta dalam usaha mensukseskan pembangunan ekonomi, maka
lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan -
bank untuk memberikan prioritas dan memberikan kemudahan
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kredit bagi para pengusaha terutama pengusaha kecil maﬁpun
rengusaha menengah. _ ‘

Pada jaman yang modern sekarang ini, perkreditan merupakan
hal yang penting untuk menunjang, merangsang dan

menﬁmbuhkan motivasi masyarakat untuk meningkatkan

produktivitas di bidang usahanya. Terutama bagl pengussaha
kecil, pengusaha menengah mungkin juga pengusaha Dbesar
vang ingin memperbesar perusahaannya atau memperbesar
pabriknya memerlukan uang yang dengan Jalan meminta kredit
ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
Seseorang yang telah menerima kredit (debitur) berkewajib-
an melunasi hutangnya ‘dengan baik. Namun kadang-kadang
debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya 8esual dengan
perjanjian kredit. Maka terjadilah kredit bermasalah vang
akhirnya menjadi kredit macet. Jika krediturnya adalah
Bank Pemerintah, maka piutang tersebut merupakan Piutang
Negara yang menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun
1960 disebutkan uang yang wajib dibayar kepada Negara atau
Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak 1apgaung
dikuasai oleh negara (kekayaan dan modalnya sebaglian atau
seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara)
berdasarkan suatu peraturan perjanjian atau sebab apapuﬁ.
Piutang Negara yaﬁg termasuk diantaranya adalah kredit
macet diurus selanjutnya oleh Panitia Urusan Plutang
Negara (PUPN) UU No. 48 tahun 1860.

Dalam Ps. 10 UU No. 48 th. 1860 disebutkan antara lain
bahwa :

Ketua PUPN dan penanggung hutang dibuat suatu
pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan
memuat kewaldiban penanggung hutang untuk melunasinya.
Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan
seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata
vang berkekuatan pasti, yang berkepala “Demi
keadilan, berdasar ke Tuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan pernyataan bersama ini apabila tidak dipenuhi
oleh yang berhutang, PUPN mengeluarkan Surat Paksa




dan melakukan pelelangan melalul kantor lelang dengan
lebih dulu diadakan sita eksekusi.

Sebenarnya penyerahan Piutang Negara kepada PUPN menurut
UU permaksud untuk segera dapat diselesaikan secara cepat,
tepat dan tidak berlarut-larut.

Namun dalam praktek terdapat kasus-kasus Piutang Negara
yang penyelesaiannya ditempuh melalui P.N.

Berdasar uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagal
berikut :

1. Apakah hanya PUPN satu-satunya lémbaga vang berwenang
menyelesaikan kredit macet dari bank pemerintah 7

2. Apakah penanganan kredit macet coleh Pengadilan Negeri
bertentangan dengan hukum ?

3. Apakah semua permohonan eksekusl kredit macet 'bank
pemerintah oleh Pengadilan Negeri dapat diselesalilkan 7?7





